Menemukan kesalahan ketik dalam dokumen? Klik di sirii untuk perbaikan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PENILAIAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048
Tahun 2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan, Menteri dapat memberikan
penghargaan kepada tenaga kesehatan dan institusi kesehatan yang berprestasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VI111/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 741);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048 Tahun 2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan
Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang lIzin Praktik dan Pelaksanaan
Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 232);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676).

MEMUTUSKAN:
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https://forms.gle/zEGYRXffvNpUmi656

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA BERPRESTASI

Pasal 1

Penganugerahan penghargaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berprestasi bertujuan untuk
memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi fasilitas pelayanan kesehatan sebagai salah satu
bentuk dukungan dan dorongan untuk meningkatkan motivasi para pemberi pelayanan di fasilitas kesehatan
tingkat pertama agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Pasal 2

Penganugerahan penghargaan FKTP berprestasi diberikan kepada kepada pusat kesehatan masyarakat
(Puskesmas), klinik pratama dan praktik dokter/dokter gigi berdasarkan prestasinya dalam melaksanakan
program kerja bidang kesehatan.

Pasal 3

Tanda penghargaan FKTP berprestasi diberikan dalam bentuk piagam, plakat, dan/atau pin.

Pasal 4

Penilaian FKTP berprestasi dilaksanakan berpedoman pada pedoman penilaian fasilitas kesehatan tingkat
pertama berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 13 Maret 2015
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 8 April 2015

2/3

BKPK KEMENKES | DIUNDUH PADA 28 JANUARI 2024



www.hukumonline.com

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 522
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